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Abstract 

AKIBAT HUKUM PERA TIFIKASIAN PERJANJIAN 
INTERNASIONAL DI INDONESIA: 

• STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000 

Wisnu Aryo Dewan to 
email: wisnu@ubaya.ac.id 

Ratification in Indonesia does not have any legal consequences for the application of the treaties at 
national/eve/. The reason is that ratification only binds Indonesia as a subject of international law. In 
comparison, parliamentary approval in the Indonesian context is not the same as the United States 
Senate's approval. The Indonesian Government signed the Palermo Convention on December 12, 2000 
and ratified it on Apri/20, 2009. The issue discussed here regards the legal status of this Convention. 
In the 80's it was assumed that any treaties ratified or acceded, would ipso facto be enforceable in 
Indonesia. I argued that Indonesia should be regarded as a state applying the monist approach, which 
legal practice seems to reject I stand for the monist approach especially with regard to the legal 
status of the 2000 Palermo Convention. In addition I also argue about the importance of 
differentiating between Indonesia's international obligations and the issue of direct applicaton of the 
Convention by national couts. 

Keywords: 
Ratification, Integration, Implementation, Treaty, Indonesia's legal system 

Abstrak 
Ratiflkasi per,anJian internasional di Indonesia tidak memiliki konsekuensi hukum untuk 
penerapan perjanjian di tingkat nasional. Alasannya ratifikasi hanya mengikat bagi Indonesia 
sebagai subyek hukum internasional. Selanjutnya, persetujuan dari DPR kepada Presiden tidak 
dapat dipersamakan begitu saja de~gan persetujuan yang diberikan Senat kepada Presiden 
Ameriksa Serikat. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo pada 12 
Desember 2000 dan meratifikasi pada 20 Apri1 2009. Perdebatan yang muncul berkenaan dengan 
status hukum Konvensi yang telah diratifikasi dalam sistem hukum nasional. Pada 1980'an, 
perjanjian yang telah diratifikasi atau disetujui oleh Pemerintah Indonesia ipso facto dapat 
diberlakukan di Indonesia, hal mana tampaknya ditolak dalam praktik hukum Indonesia. 
Argumentasi utama penulis adalah Indonesia menganut ajaran monisme. Penulis beranjak dari 
pendekatan monism, akan membahas status hukum Palermo Convention dalam sistem hukum kita. 
Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya pembedaan antara kewajiban internasional yang 
muncul dari Konvensi dengan persoalan penerapan langsung Konvensi dalam pengadilan nasional. 

Kata kunci: 
Ratifikasi, Integrasi, Implementasi, Treaty, sistem hukum di Indonesia 

Pendahuluan 

Pada bulan Desember 2000 Pemerintah Indonesia telah menandatangani 

Konvensi Palermo 2000 mengenai kejahatan lintas batas negara atau yang dikenal 

dengan United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Pemerintah 

• 39. 




